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BERITA DAERAH

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 17 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALQO,

bahwa sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja dan obyek belanja dalam
jenis belanja dilakukan dengan cara mengubah
peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
penyesuaian anggaran dana  desa, perlu
dilakukan perubahan ketiga terhadap



Mengingat
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Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014
guna penyesuaian dalam pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimba.t*lga.n Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati
II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

Peraturan Daerah Kabupaten  Gorontalo
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten GCorontalo Tahun 2006
Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten  Gorontalo
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Menetapkan
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Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor

35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan ringkasan penjabaran penambahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3
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Perubahan  penjabaran penambahan APBD
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,
TTD

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS RAH KABUPATEN GORONTALO,

JAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR



